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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker 

(PKPA) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara daring di 

bidang pemerintahan khususnya pada bagian Kefarmasian dan 

Perbekalan Kesehatan, maka dapat disimpulkan : 

1. Praktik Kerja Profesi Apoteker dapat membekali calon 

Apoteker dengan pandangan, wawasan dan pengetahuan 

mengenai pekerjaan kefarmasian di lingkungan 

pemerintahan. 

2. Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker ini membantu 

mempersiapkan calon Apoteker untuk memasuki dunia kerja 

sebagai tenaga kesehatan yang profesional dan berwawasan 

luas meskipun hanya secara daring. 

3. Calon Apoteker mampu memahami struktur organisasi 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dimana Dinas 

Kesehatan terdiri dari Bidang Kesehatan Masyarakat, 

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang 

Pelayanan Kesehatan, dan Bidang Sumber Daya Kesehatan. 

4. Praktik Kerja Profesi Apoteker membantu calon Apoteker 

mampu memahami peran, fungsi, tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab Apoteker Bidang Kefarmasian dan 

Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Timur. 
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5. Praktik Kerja Profesi Apoteker membantu calon Apoteker 

dalam memahami kasus dan permasalahan terkait 

kefarmasian serta penyelesaiannya sehingga dapat 

bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Jawa Timur.  

 

5.2  Saran 

 Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker 

(PKPA) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara daring di 

bidang pemerintahan khususnya pada bagian Kefarmasian dan 

Perbekalan Kesehatan, maka dapat diberikan saran : 

1. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker,  

mahasiswa diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri 

dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta perundang-undangan 

farmasi terkait. 

2. Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker, 

mahasiswa diharapkan untuk dapat lebih aktif dan tanggap 

agar memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih 

mengenai hal- hal yang berkaitan di bidang pemerintahan 

khususnya pada bidang Sumber Daya Kesehatan di Seksi 

Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan 

Rumah Tangga di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 
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